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Key Takeaways

— Pendapatan disposibel terus menurun
terhadap GNP; GNI per kapita Indonesia tertinggal dari negara tetangga

— Kemiskinan stagnan, ketimpangan
di kota lebih parah dari desa; ketimpangan lahan sangat parah

— Desa tambang sulit akses pendidikan &
kesehatan; 1 dari 2 desa tambang mengalami banjir

— Kerugian nasional akibat banjir
Rp68,67 triliun (0,29% PDB), melebihi penerimaan tambang Rp16,6 triliun

— Indeks diversifikasi ekonomi
rendah (98,7); deforestasi dan konversi lahan sawah ke sawit berlanjut

— 295 kasus di 2024, 1,1 juta ha terdampak;
kerugian besar bagi masyarakat dan perusahaan
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Outline Pembahasan

Konsep Kondisi Sosial
Pembangunan dan Ketimpangan
Ekonomi Modern Memburuk

Penghijauan
Ekonomi




Konsep Pembangunan Ekonomi
Modern



Konsep Awal Pembangunan Ekonomi

* Pertumbuhan Ekonomi yang
tinggi diharapkan membawa
pengaruh positif ke beberapa

aspek kehidupan (trickle down
effect)

* Namun kenyataannya sering kali,
pertumbuhan ekonomi hanya

L r a8 o BGW Do dinikmati segelintir kalangan

Sumber : https://www.marketing91.com/trickle-down-theory/

Presentasi ini adalah properti milik Celios




Konsep Awal Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Modal van Penguasaan
Ekonomi fin yi 5 Sumber Daya
Tinggi &5 Ekonomi

CIINER
dan
Ketimpangan

Permasalahan
Sosial
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Fokus Awal: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi De "u ba h a n

Harrod-Domar: Pembentukan Modal
Arthur Lewis: Industrialisasi Da ra d |g ma
Pembangunan
Kritik Dampak Sosial: Ketimpangan & Masalah Sosial

Meier & Baldwin: Pertumbuhan # Kesejahteraan E kO n O m |

Hirschman: Masukkan Unsur Sosial dalam Pembangunan

Pergeseran Konsep: Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

Dudley Seers: Fokus pada Kemiskinan, Pengangguran,
Kesenjangan

Meier: Pertumbuhan harus adil & tidak tambah kemiskinan

Pembangunan sebagai Peningkatan Kualitas Hidup

Sjahrir: Pertumbuhan # Solusi Masalah Sosial

Amartya Sen: Fokus pada Pendapatan, Pendidikan, Kesehatan
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Analisis Ekonomi

Definisi
Kebutuhan

Manusia selalu
meningkat

Sumber Daya
terbatas

Tujuan

* |dentifikasi tren ekonomi

* Evaluasi kebijakan ekonomi
* Rekomendasi kebijakan

* Efisiensi dan kesejehateraan
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Analisis Dasar Kebijakan Publik

6 Regulasi menentukan\
aturan main kebijakan
sehingga kebijakan
yang dibuat kuat
secara hukum

® Program akan lebih
tepat sasaran dan
menghasilkan output
sesuai yang diinginkan

W csuiosi

am Program

(o Output dari program
dengan regulasi yang
baik akan membawa
output yang positif

- J

~

0ok




Pertumbuhan Ekonomi Kian Berat

Economic Prediction (%)

54
4,9 5 >

5 4,8
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3,1
2,9
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Global Economic Growth (p) 2026 Indonesia Economic Growth (p) 2026

B Goverment ® World Bank IMF OECD mCELIOS

Sumber: Beberapa Laporan, 2026

* Prediksi di Tahun depan juga masih berat untuk bisa
tumbuh seperti yang ditargetkan dalam APBN 2026

* Terlebih ada gejolak ekonomi Iglobal seperti perang
tarif Trump dan juga geopoliti

e Bahkan terbaru, Bank Dunia menurunkan proyeksinya
menjadi 4,7 persen
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ID \- Cari Orang, Perusahaan, Sektor dan Industr n - Login
FINANCIALS

Beranda Perusahaan Berita  Video Peralatan ~

IDR/ USD: 17.082 ~
Info Bisnis ~ Berlangganan

Purbaya: Bank Dunia salah hitung, dosa besar ke
RI

Q) Kholid Rafsanjani, Zetta Hannany I Google News
10 April 2026 pukul 11.06

Purbaya nilai langkah Bank Dunia merevisi pertumbuhan R/
tak akurat sebab harga minyak telah pulih.




Pertumbuhan Ekonomi Kian Berat

=
o

Target and Realization of Economic Growth (%)

0

Pertumbuhan ekonomi pada 10
tahun terakhir tidak pernah
mencapai target RPJMN

N

8 ~ o~ ~ ~ ~ N s — .

. e NS NS e no @ o N o m3 N3 N b Hanya di tahun 2022, _ .
g, o pertumbuhan ekonomi mencapai
HEEEEINENEE

0

5 [

4 S

2015 2016 2017 2018 2019 2650 2021 2022 2023 2024 2025 2026
B State Target M Realization RPJMN
: Pertumbuhan ekonomi sangat
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga fluktuatif dalam kurun wak’?u 2011-

8,00 2023

600 __g o o o o I .

o THTHHEHHAEEE e TR Lt rrrnnnld Di tahun 2024, pertumbuhan
oo || TTTTTTTTRTTTTTRRRrTT T onsumsirumah tangga bis
" [ ] . .

5 000 I terdorong lebih tinggi
= ‘ I I dibandingkan dengan

600 pertumbuhan ekonomi

-8,00

Presentasi ini adalah properti milik Celios

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026




Pendapatan Disposibel terus menurun secara
rasio terhadap GNP

Pendapatan Disposibel ¢ Pendapatan
masyarakat yang
T 79,01 dapat

79,00

G v di beIa njakan

50.000,00 7776 7800 mengalam|
7&5 I 77,00 pen USUtan

IDR Ribu
persen

tahun 2024

40.000,00 76 21 75 16 I 76,22 75,07 mes |pun pada
Tasn mengalami
peningkatan tipis
_* Akibat semakin
| banyak potongan
pajak ataupun

luran

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I Pendapatan Disposible (IDR th) e Pendapatan Disposible/GNI per Capita (persen)

Sumber : CEIC, BPS, 2025
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Negara Maju semakin Digdaya

GDP Per Capita High, Low-Middle, Indonesia (Current, USS) ) Ju ra ng penda pata N

penduduk di negara
maju dan berkembang

om0 semakin tinggi

12000,00
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8000,00
6000,00
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0,00
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High Income Country Low-Middle Income Country Indonesia

Sumber : World Bank, 2022
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GDP Per Capita Negara ketiga Semakin

Terpuruk

Pertumbuhan GDP Per Capita (%)

10,00
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2,00
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-6,00
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D 9O O

D P D
N R RD
High Income Country Low-Middle Income Country
Indonesia Linear (High Income Country)

Linear (Low-Middle Income Country)

Sumber : World Bank, 20|22

* Pertumbuhan GDP Per
Capita untuk Lower
Middle Income
Country lebih cepat
penurunannya (trend)
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Gross National Income Indonesia tertinggal
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Sumber : World Bank Database, 2023

 Salah satu indikator yang
bisa dilihat apakah
perekonomian bisa
menghasilkan trickle down
effect, indikator yang bisa
dilihat adalah GNI per
Capita dimana sangat
terlihat GNI per Capita
Indonesia masih jauh
dibandingkan negara-
negara maju lainnya

* GNI per capita Indonesia

hanya berada di angka
USD4,810
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Kondisi Sosial dan Ketimpangan
Memburuk



Potret Kemiskinan Indonesia yang Stagnan

18

 Pertumbuhan

RN - - ekonomi Indonesia
NG yang cukup masih di
14 B satu sisi mendorong
L o [ | e kemiskinan secara
SRtk e R Sk Sl I g o, nasional hingga pada
10 C NS m e R E tahun 2017,
: o "7e-2 5 kemiskinan
Indonesia mencapai
6 1 digit saja
) * Namun demikian,
2 penurunan tersebut
saat ini menuju ke
O YT Tiiivitirivitirives 1y faselandaidimana

signifikan

20072008200920102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber : BPS, 2025

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Kemiskinan Desa lebih besar dari Kota

Kemiskinan Desa vs Kota ¢ Permasa |a ha N

NNNNN

‘—?"’.o

. kemiskinan banyak
terjadi di perdesaan
;; mencapai 12,22 persen,
. 22l alal sl ol al ol - dibandingkan perkotaan
u (7,29 persen)

* Permasalahan
kemiskinan di desa
bersumber pada
masalah-masalah

dimana tingkat
200200200201@011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ferta n Ia n kepem I I I ka n

persen
o (05
I () 5)
I | 1,65
I () 72
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Semester 1

33%3egadng kemiskinan di desa
han, serta pendapatan

B Kota M Desa

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
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Pengeluaran Masyarakat Semakin Timpang

Indeks Gini Nasional * Ma;alah
Ketimpangan
0,45 - a Ekonomi menjadi
04 ~F g-5-5-5.8.8-5.8. 8 5 2 @ 2e . . . ws . s . a. . Mmasalahbaruselama
035 _g"m S5 3'° ° ° ° ° = e . .
gl = * Ketimpangan di
03 perkotaan meningkat
0,25 * Banyak konglomerat
. Kang bertambah
' artanya di kala
0,15 pandemi
01 * Tapi orang miskin
semakin miskin
0,05
e Ditahun 2023, meski
o T il i i a7 a7 a7 7 37 a3 a7 a7 <7 T-= kemiskinan turun,
g 2222z eeeseseesesseyey 22 ketimpangan

200220052007200820092010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : BPS, 2024

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Ketimpangan di Kota Lebih Parah dari Desa

Indeks Gini Kota vs Desa ® Jlka kemiSkinan
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* Kesempatan
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pekerjaan hingga
tinggi-nya perbedaan
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perkotaan lebih
parah
Sumber : BPS, 2024
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Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

0,60000
0,50000
0,40000
0,30000
0,20000
0,10000
0,00000

1.

1.

IDR Triliun

Gini Index Pendapatan Orang yang Bekerja Pertumbuhan Median Pendapatan 2025
236,36
0460450 44555 051699 ) 4a360 250,00
0,401790,40089 200,00
§ 150,00
g 100,00
33,33
50,00 0,00 4,00 -
Gini Ratio Pendapatan (semua Gini Ratio Pendapatan Gini Ratio Pendapatan 0,00 -
kategori jenis pekerjaan) (karyawan) (berusaha) Orang Bekerja Orang Bekerja Orang Bekerja 100rang
(semua kategori  (karyawan) (berusaha) Terkaya di
W Agustus 2025 m Agustus 2024 jenis pekerjaan) Indonesia
Tambahan Pendapatan Top 50 kolektif Orang Terkaya
200,00 1.108,73
000,00 * Median merupakan data tengah dimana
500,00 menunjukkan sebagian besar
607,58
60000 iea * Pertumbuhan median orang bekerja jauh lebih
400,00 280,31 rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total
200,00 I . 1;5 pendapatan 50 orang terkaya (kolektif)
* Akibatnya gini index pendapatan orang yang
2021 2022 2023 2024 2025 bekerJa Semakln tlmpang

Sumber : BPS dan Forbes, 2026
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Ketimpangan Lahan Sangat Parah

Gini Ratio Kepemilikan Lahan

0,8

0,7

0,6

1973 1983
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

0,64
0,54
0,5
0,5
04
0,3
0,2
0,1
0

1993

0,72

2003

0,64

2013

* Ketimpangan lahan di Indonesia
lebih tinggi dibandingkan
ketimpangan pengeluaran

* Penguasaan lahan oleh segelintir
kalangan menyebabkan akses
terhadap ekonomi menjadi sulit
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Corruption Index Semakin Parah

e Compared with countries in

Indeks Persepsi Korupsi ASEAN, Indonesia's Corruption
140 45 Perception Index score is only
better than the Philippines (33),
- us s 40 Lao PDR (31), Cambodia (24), and
= 107 N
i1 i ]
88

Score
Rangking

60 20

I 110 m e Myanmar (23).

\ 102

100 v 96/\99 * Indonesia's Corruption Perception

- B3 oo 30 Index score is much worse

compared to Singapore which has

50 25 a Corruption Perception Index
score of 83 out of 100

36

B AR A EERE * Malaysia, a country which is also
T B R R 15 famous for its Prime Minister's
40 corruption case, has a Corruption
10 Perception Index score of 47
20 ; * In fact, the handling of corruption
in Indonesia is worse compared to
0 0 Timor Leste, which has a
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Corruption Perception Index score
BN Skor e DPeringkat Of 42

Sumber: TIl, 2026



Semakin Permisit terhadap Perilaku Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi

3,93

3,84 3,88 o 3,85
38 3,71 3,66 3,7
3,7 3,63 3,61 359
36 355 '
3,5
3,4 I
3,3

2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IPAK per Usia
4
3,8
3,6
T B
3,2
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

B < 40 Tahun MW40-59 Tahun >= 60Tahun

Sumber: BPS, 2024

* Masyarakat
Indonesia semakin
mempersilahkan
tindakan korupsi
dalam aktivitas
ekonomi

* Mulai dari masuk
lewat jalur orang
dalam hingga
korupsi pengadaan
barang publik

e Parahnya, usia
muda palin%1
permisif terhadap
perilaku korupsi




Negara Semakin Tidak Demokratis

Indeks Demokrasi Nasional*®

Kinerja IDI per Indikator

86 83,74 . .

84 82,8 82,51 Terjaminnya kebebasan berkeyakinan GGG 96,56
82 79,72 80,28 80,33 29 48 Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah I 05 53
80 7748 78,86 78,22 ! 78,28 Kesetaraangender NN 03,39
78 ! 76,86 7557 75 67 76,46 Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D... I 016

76 ’ ' Kinerjalembaga y udikatif I 33,03

74 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan... I 34,97

;(2) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi,... I 33,12

Akses warga miskin padaperlindungan danjaminan sosial NN 31,2
2021 2022 2023 2024 2025|2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Akses masyarakat terhadap informasi publik GGG 30,18

Aspek Kebebasan Aspek Kesetaraan Aspek Kapasitas Lembaga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat... EEEEEG— N 77,24
Demokrasi Kinerjabirokrasi dalam pelayanan publik NG 76,00
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhikebijakan publik melalui... N 75,98
Indeks Demmokra5| Indonesia iipas kat dal hi kebijakan publik melalui ,
36 :\ 3 Kesetaraan dalam pelayanan dasar GGG 74,61
o) SN
24 . m 88 <} Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup... I 74,35
- L —
2> gl "’Hl cQ o g 0 ~ Persyang bebas dalam menjalankan tugasdan fungsinya GGG 71,94
S ® g R 3 & o 2 % jaminnya hak memilih dan dipilih dal i
80 o e 3 o = = '0\0 ~ Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu GGG 71,77
~ ~ % .
78 ﬁ 3‘ ™~ ,': Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan... EEEEEEEEEEEE 70,62
~
76 Pemenuhan hak-hak pekerja GGG 63,68
74 Netralitas penyelenggara pemilu GGG 66,43
72 Anti monopolisumber daya ekonomi I 65,79
70 Kinerjalembaga legislatif GGG 63,18
Nasional * Pusat Provinsi** Pendidikan politikpada kader partai politik IEEEGGGEEEEGGEEE 60,29

m2021 m2022 m2023 m2024 m2025 0 20 “0 60 80 100 120

Sumber: BPS, 2025




Negara Semakin Tidak Demokratis

Indikator IDI terkait Kebebasan Individu g Dalam surveij dl tahun
. 2024, terjadi
I sfip 38833 o, pemburukan dalam

74,1
74,9

70,62
71,94

terjaminnya kebebasan
berkumpul, berserikat,
berekspresi dan
berpendapat antar

N I I I I masyarakat dan juga

Terjaminnya Terjaminnya Terjaminnya Terjaminnya Pers yang bebas Partisipasi ke b e ba Sa n p e rs

kebebasan kebebasan kebebasan kebebasan dalam menjalankan masyarakat dalam
berkumpul, berkumpul, berkeyakinan berkumpul, tugas dan fungsinya memengaruhi h k I
berserikat, berserikat, berserikat, kebijakan publik o CO nto a S u S pe a p O ra n =
berekspresi, dan berekspresi, dan berekspresi, melalui lembaga o e e
berpendapat oleh  berpendapat antar berpendapat, dan perwakilan pe rI a p O ra n I n d |V| d u O I e h
aparat negara masyar akat berkeyakinandalam

setiap kebijakan indiVidu Iainnya

H2021 m2022 w2023 m2024

Sumber: BPS, 2025




Indonesia sentris Apakah Berhasil?

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Proporsi PDRB terhadap PDB Nasional

\’b

m2010 m2025

Sumber : CEIC, Diolah 2026
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Indonesia sentris Apakah Berhasil?

Distribusi PDB

5 8
70,00 B~ B-
60,00
50,00
40,00 &3 o
30,00 NI
i
20,00 N - SR Q 9 o
10,00 = a - w o~ A
: o~ (o]
0.00 — - - o — —
Pulau Sumatera Pulau Jawa Bali-Nusa Tenggara Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Maluku-Papua
H 2010 m2024
Pertumbuhan Ekonomi per Pulau
10,00 8,54
7,81
8,00
6,19 6,37 6,45 6,18
5,52
6,00 5,04 !
4,45 4,92
4,00 2,88
2’00 .
0,00 |
500 Pulau Sumatera Pulau Jawa Bali-Nusa Tenggara Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi M@Iglju—Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

m 2010

m 2024

* Perekonomian
Indonesia masih
didominasi oleh
ekonomi pulau
Jawa

* Pertumbuhan
Maluku-Papua
memang besar,
namun lebih
dikarenakan
low-based
effect
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Penghijauan Ekonomi




Peranan Sektor Pertambangan ter
Nasional meningkat ketika terjadi

nadap Ekonomi

orogram hilirsasi

25,00

20,00

15,00

persen

10,00

5,00

0,00

Covid-19
Hilirisasi
Nikel
19,08
19,46 7,97
18,03
\9,62
8,21
,16

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pada kurun waktu 2010 hingga
2014, sektor pertambangan
bukan menjadi primadona
untuk menopang
perekonomian nasional,
terlihat dari tren yang menurun
ketika zaman SBY jilid Il

Di Zaman Jokowi, tren
pertembangan meningkat
seiring dengan program
hilirisasi yang ternyata
membawa manfaat buruk bagi
kesehatan maupun ekonomi
(Celios dan CREA, 2024)

Terlebih di tahun 2020 hingga
2022, ketika relaksasi nikelg
digencarkan dan ekspor
dilarang, porsi sektor tambang
meningkat menjadi 13 persen

@ P ertambangan dan Penggalian

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Industri Pengolahan
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Kepedulian

56,00
54,00
52,00

50,00

persen

48,00

46,00

I 53,94
I 53,86
I 53,77
I 53,68
I 53,60
I 53,51

44,00

Lingkungan Kurang

Forest area (% of land area)

I 53,43
I 53,34
I 53,25
I 53,17
I 53,08
I 52,59
I 52,09
I 51,60
I 51,11
I 50,61
I 50,74
IS 50,04
I 19,72
I 49,39
IS 49,07
I 48,36

I 48,04

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,81
0,85
0,82

persen

e o o o o

o N N D [

o o o o o
I 0,89

I 0,61
IS 0,56

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Sumber: World Bank, 2025

Forest rents (% of GDP)
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Walaupun produksi _
menurun, namun Proporsi
hutan di Indonesia
berkurang tajam

Forest rent (% of GDP)
menurun dari 0,81% 32000)
menjadi 0,42% (2021),
mencerminkan menurunnya
kontribusi hutan terhadap
ekonomi akibat konversi
lahan, yang memperbesar
risiko hilangnya fungsi
ekologis hutan (carbon sink
& biodiversity) meski
pertumbuhan ekonomi
tetap ditopang sektor lain.
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Kepedulian Lingkungan Kurang

Perubahan Lahan Hutan (% dari total lahan)

Indonesia (0,010)

Congo, Dem. Rep.
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Sumber: World Bank, 2025
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* Semakin tinggi pertumbuhan

Tutupan Hutan

GDP Growth dan Luas Hutan itu Negatit
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ekonomi maka semakin rendah
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Kepedulian Lingkungan Kurang

Carbon dioxide (CO2) net fluxes from LULUCF - Forest Carbon dioxide (CO2) net fluxes from LULUCF -
Land (Mt CO2e) Deforestation (Mt CO2e)
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Hutan Masih Menjadi Penyerap Karbon, tapi Kapasitasnya Menurun

Grafik kiri menunjukkan net fluxes dari hutan (forest land) tetap negatif, artinya hutan masih menyerap karbon. Namun, jumlah penyerapan berkurang dari sekitar =500
Mt CO,e di awal 2000-an menjadi hanya =300 Mt CO,e pada 2020-an. Ini menandakan degradasi hutan mengurangi kemampuan Indonesia menyerap emisi.
Deforestasi Jadi Sumber Emisi Besar dan Fluktuatif

Grafik kanan memperlihatkan emisi dari deforestasi yang tinggi dan tidak stabil, dengan lonjakan signifikan pada 2015 (lebih dari 700 Mt CO,e) akibat kebakaran
hutan/lahan gambut. Meski sempat turun, level emisi deforestasi tetap tinggi di atas 400 Mt CO,e dalam dekade terakhir, menjadi tantangan utama bagi komitmen iklim
Indonesia.

Sumber: World Bank, 2025

Presentasi ini adalah properti milik Celios



Diversifikasi Ekonomi?

Indeks Diversifikasi Ekonomi

98,7

Indonesia
! 94

105

Malaysia 102.9

109

Thailand 103,6

110,5
105,3

India

127,3

Singapore 114,7

China 146,2

103,6

157,1

United States of America 1338

o

20 40 60 80 100 120 140 160 180

W Score_2023 ® Score_2000
Sumber: Global Economic Diversification Index, 2025

Indonesia Masih Tertinggal dalam Diversifikasi

Indeks diversifikasi ekonomi Indonesia hanya 98,7 (2023),
lebih rendah dibanding negara tetang§a seperti Malaysia
(105) dan Thailand (109). Rendahnya diversifikasi membuat
ekonomi Indonesia rentan pada komoditas tradisional,
termasuk batubara dan CPO yang kini menghadapi tekanan
regulasi hijau global.

”ggara dengan Skor Tinggi Lebih Cepat Beralih ke Produk
ijau

China (146,2), AS (157,1), dan Singapura (127,3)
menunjukkan tingkat diversifikasi yang tinggi. Diversifikasi ini
memungkinkan mereka lebih mudah mengembangkan
industri berbasis energi terbarukan, teknologi ramah
lingkungan, dan produk rendah karbon, sehingga lebih siap
menghadapi regulasi global seperti CBAM dan EUDR.

3_qrongan bagi Indonesia untuk Mengembangkan Industri

ijau

Untuk mengejar ketertinigalan Indonesia perlu memperluas

basis produksinya dari sekadar komoditas primer menuju

produk bernilai tambah ramah Iingkun%(an (misalnya green

steel, biofuel, dan produk pertanian berkelanjutan). Ini
enting agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin
etat dengan standar emisi dan keberlanjutan.
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Degradation Cost Kasus Pembangunan Pabrik
Kertas di Sumatera Utara

Hasil Nasional ASU mS|

(0,50) (0,03) (0,04)
(1,00)
(1,50)
(2,00)

o0 * Ada degradation cost sektor

(3.50) (2 87)

% kehutanan dan produksi kayu

(4,15) (4,20)
Ou tp t(dalam PDB(daIam Surplu sUsaha Pendapatan TK Pajak (dalam Penyerapan TK

wion) wlon) (@lomsion) (alamviin) viun)  (utaj] sebesar Rp3,3 triliun (total
degradation cost forest di
. Indonesia Rp61,43 T, share

(0,50) (0,02) (0,03)
(1,00)

(150 (109 produksi kehutanan Sumut 5,34

(2,00)

(1 30)

Hasil Sumut

(2,50) .
0 (249) persen dari total).
(3,50)
(4,00) (3,60)
(4,50) (3,84)
Output (dalam  PDB (dalam  SurplusUsaha Pendapatan TK Pajak (dalam Penyerapan TK
triliun) triliun) (dalam triliun) (dalam triliun) triliun) (jutajiwa)
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Restorative Economy

Hasil Nasional

3,50

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Output (dalam  PDB (dalam  SurplusUsaha Pendapatan TK

triliun) triliun) (dalam triliun)

(dalam triliun)

Hasil Sumut

3,00

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50 I 0,04 0,03

Output (dalam  PDB (dalam  SurplusUsaha Pendapatan TK Pajak (dalam Penyerapan TK

triliun) triliun) (dalam triliun)
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(dalam triliun)

0,06

0,04

Pajak (dalam Penyerapan TK

triliun)

triliun)

(jutajiwa)

(jutajiwa)

Asumsi

* Ada pertambahan investasi sebesar
Rp630,7 juta (sektor perkebunan) dan
Rp2,9 juta (sektor perikanan)
(investasi dari Toba Pulp Lestasi yang
dialihkan di tahun 2024 sebesar
USDO,04 juta dikalikan rata-rata nilai
USD/IDR Rp15.840 per USD)

* Ada tambahan investasi dari
pemerintah sebesar Rp2,18 triliun per
tahun untuk sektor perkebunan dan
sektor perikanan masing-masing




Desa dengan Sektor Pertambangan sebagai sektor
utama meningkat dari tahun 2018 ke 2024

Chart Title Menurut data podes, desa yang
mengandalkan sektor pertanian
sebagai sektor mata pencaharian

utama sejumlah 78,32 persen

(2024), turun dari tahun 2018

80.000

73.007
72.724

66.002

70.000

50.000

40.000

Sedangkan, desa dengan sektor
pertambangan dan penggalian

) yang menjadi sektor utama
memiliki porsi 1,11 persen atau

d sejumlah 937 desa, naik dari tahun
T oenggatan et o 2018 dan 2021

H2018 w2021 m2024

30.000

20.000

11.880

7.622

10.000

Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025

Presentasi ini adalah properti milik Celios




Ketimpangan Lahan Sangat Parah

Gini Ratio Kepemilikan Lahan

0,8

0,7

0,6

1973 1983
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

0,64
0,54
0,5
0,5
04
0,3
0,2
0,1
0

1993

0,72

2003

0,64

2013

* Ketimpangan lahan di Indonesia
lebih tinggi dibandingkan
ketimpangan pengeluaran

* Penguasaan lahan oleh segelintir
kalangan menyebabkan akses
terhadap ekonomi menjadi sulit
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Sertifikasi Bangunan Tempat Tinggal

Presentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bersertifikat
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
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Korelasi Sertifikasi dengan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah

3. , * Pemanfaatan sertifikat
NI ; : kepada aktivitas ekonomi
- S masih kurang

i : " 1'5 ¥

Pertumbuhan PDRB

95% CI
° Sertifikasi

Fitted values

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
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Lahan Sawah menjadi Sawit

Luas Panen Sawah vs Kelapa Sawit

18.000,00

o //__

14.000,00

12.000,00

10.000,00

ribu ha

8.000,00
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e SaWah e Kelapa Sawit

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
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Profil Desa dalam Kawasan Hutan

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

0,00

Desa dalam Kawasan Hutan

73,12

3,92

5.5V

Di dalam Kawasan Hutan Di sekitar Kawasan Hutan Di luar Kawasan Hutan

B Jumlah Desa === Persentae

Status Kawasan Hutan

54,93
30,20
14,87
12.444 3.368 6.841
Hutan Negara Hutan Hak HutanAdat

I Jumlah Desa === Persentae

Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Kepemilikan Hutan

36,49 37,89 40,00
26,44 30,00
20,00
10,00
0,00
Hutan Negara Hutan Hak HutanAdat
Persentae

Desa dengan hutan adat, hanya 38 persen yang
memiliki kawasan hutan

Sementara desa yang terletak di dalam hutan
negara justru hanya 26,44 persen yang memiliki
kawasan hutan
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Profil Desa dalam Kawasan Hutan

Status Kawasan Hutan di Dalam Hutan
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mHutanNegara M HutanHak mHutanAdat

Ada Flora/Fauna yang dilindungi
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Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025
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Desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk

mengakses pendidikan

Jumlah sekolah di desa tambang lebih
sedikit dibandingkan desa dengan non
tambang

Untuk mencapai fasilitas SMA, warga
desa tambang lebih sulit
dibandingkan desa lainnya

Jumlah sarana ketrampilan di desa
tambang lebih sedikit dibandingkan
desa dengan non tambang

Rata-rata Jumlah Sekolah Formal

5,64 6,11
£ 4,00 3,37 3,04
= ,
ZIOO . -
0,00

2018 2021

B Bukan Sektor Tambang M Sektor Tambang

Rata-rata jumlah sekolah formal di desa dengan

pertambangan sebagai sektor utama, berkurang
dari tahun 2018 ke 2021.

Berbanding terbalik dengan desa yang tidak
mengandalkan sektor pertambangan sebagai sektor
utamanya.
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Desa dengan sektor tambang lebih berpotensi
terjadi pencemaran lingkungan dan bencana

Akses terhadap air minum bersih di desa dengan

tambang sebagai sektor utama, lebih sulit dibandingkan

desa lainnya

Potensi Pencemaran Tanah di desa tambang lebih

tinggi

Potensi Pencemaran Udara di desa tambang lebih

rendah

Potensi terjadi bencana banjir dan kebakaran lahan di
desa tambang lebih tinggi

Potensi Banjir

60,00
50,00
< 40,00

2 30,00 i 27,27
2 30,
220,00

10,00

0,00

2018 2021

50,25
39,79

B Bukan Sektor Tambang M Sektor Tambang

1 dari 2 desa dengan sektor pertambangan sebagai
ggqgahasilan utama, mengalami kebanjiran di tahun

Angka tersebut menurun pada tahun 2021 namun tidak
signifikan.

Desa dengan sektor utama bukan pertambangan
mempunyai potensi yang lebih kecil, meskipun masih
cukup tinggi, yakni 1 dari 4 desa.
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Bencana di Desa

Kejadian Bencana di Desa * Bencana banjir merupakan
porosi I 071 ancaman nyata untuk desa-desa
Kekeringan NN /s di IndoneSia

Kebakaran Hutan dan Lahan [ 1,75

Gumunghiclts 1 024 * Terutama untuk desa yang
Topan I 2 mengandalkan pertambangan

Gelombang Pasang Laut [ 1,32
Tsunami 0,00
Gempa Bumi [N s /o
Banjir Bandang [l 0,98
Banjir [N 16,92
Tanah longsor [N /70

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 1200 1400 16,00 1800
Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025
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Bencana di Desa

Kejadian Bencana Tanah Longsor di Desa

Industri Pengolahan 7,22

Pertambangan dan Penggalian

>
)
N

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,70
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Kejadian Bencana Banjir di Desa

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan _ 15,79
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Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025
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Kejadian Bencana Kebakaran Lahan/Hutan di Desa
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Desa dengan sektor tambang lebih berpotensi

terjadi pencemaran lingkungan dan bencana

Bencana dan Hutan
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Provinsi Dampak PDB (Rp Triliun) |Persentase Perubahan (persen)

11. Aceh (2.04) -0.88
12. Sumatera Utara (2.07) -0.18
13. Sumatera Barat (2.01) -0.62
14. Riau (2.08) -0.21
15. Jambi (2.08) -0.83
16. Sumatera Selatan (2.08) -0.27
17.Bengkulu (1.99) -2.09
18. Lampung (2.07) -0.44
19. Kep. Bangka Belitung (2.01) -1.84
21.Kep. Riau (2.07) -0.52
31. DKl Jakarta (1.88) -0.05
32.Jawa Barat (2.07) -0.06
33. Jawa Tengah (2.06) -0.10
34. Dl Yogyakarta (2.00) -0.90
35. Jawa Timur (2.07) -0.06
36.Banten (2.08) -0.17
51. Bali (1.95) -0.56
52. Nusa Tenggara Barat (1.98) -0.95
53. Nusa Tenggara Timur (1.99) -1.33
61. Kalimantan Barat (2.00) -0.80
62. Kalimantan Tengah (2.04) -0.88
63. Kalimantan Selatan (2.01) -0.69
64. Kalimantan Timur (2.05) -0.22
65. Kalimantan Utara (2.01) -1.93
71. Sulawesi Utara (2.02) -1.07
72. Sulawesi Tengah (2.06) -1.02
73. Sulawesi Selatan (2.04) -0.31
74. Sulawesi Tenggara (1.98) -1.41
75. Gorontalo (1.98) -3.95
76. Sulawesi Barat (1.94) -3.56
81. Maluku (2.02) -2.72
82. Maluku Utara (1.98) -3.59
91. Papua Barat (2.03) -1.64
94. Papua (1.95) -0.80
Nasional (68.67) -0.29

Dampak Bencana Banjir
terhadap Ekonomi Regional
dan Nasional

* Ketika satu daerah terjadi bencana hingga
memutuskan transportasi, dampak bukan hanya
di provinsi tersebut, namun secara nasional juga
mengalami dampak negatif

* Secara nasional, terjadi dampak penurunan
Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun
atau setara dengan 0,29 persen

e Secara nasional, dampak kepada provinsi lainnya
terdapat pada arus barang konsumsi maupun
kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih
Sumatera Utara merupakan salah satu simpul
industri nasional dan pulau Sumatera

* Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut
sekitar 0,88 persen atau setara Rp2,04 triliun

Sumber: Modelling CELIOS



Sekali Banjir, Tambang dan Sawit Tak Ada
Artinya bagi Rakyat ACEH

e Kerugian ekonomi nasional Rp68,6 triliun lebih besar dibanding

sumbangan penerimaan PHT (Penjualan Hasil Tambang) Rp16,6
triliun per Oktober 2025

* Aceh merugi Rp2,04 triliun, lebih besar dibanding PNBP tambang
Aceh Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025.

 Sumbangan DBH (Dana Bagi Hasil) Perkebunan Sawit Provinsi Aceh
Rp12 miliar di 2025 dan Minerba Rp56,3 miliar, jauh lebih kecil
dibanding kerugian Rp2,04 triliun akibat banjir

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN Kita November
2025, DJPK Kemenkeu Dana Transfer Daerah 2025
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Desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk
mengakses fasilitas kesehatan

Jumlah Sarana Kesehatan dan Nakes di
desa tambang lebih sedikit
dibandingkan dengan desa lainnya

Untuk mencapai fasilitas rumah
sakit, warga desa tambang lebih sulit
dibandingkan desa lainnya

Potensi DBD di desa tambang lebih
rendah, sebaliknya potensi hepatitis A
lebih tinggi

45,00 41,36

40,00 37,19
35,00
30,00
T 25,00
@
$ 20,00
15,00
10,00
5,00 2,66 0,72
0,00 |

2018 2021

B Bukan Sektor Tambang M Sektor Tambang

Pada desa dengan tamban? sebagai mata .
pencaharian utama, akses terhadap rumah sakit
semakin susah.

Pada 2018, terdapat 37,19% desa dengan sektor
utama adalah sektor tambang mengaku sulit menuju
RS terdekat, meningkat menjadi 41,36% di tahun 2021.

Artin&/a, akses infrastruktur menuju ke RS semakin
rusak akibat aktivitas pertambangan di desa dan
kawasan desa tersebut.
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Desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk mengakses
teknologi dan ekonomi, serta berpotensi konflik horizontal

Sarana dan akses teknologi di sektor tambang
lebih sulit

Jumlah industri mikro dan kecil lebih rendah
dan penyaluran kredit murah lebih sulit

BUMDes di desa tambang lebih banyak
dibandingkan desa lainnya

Potensi konflik sosial perkelahian antar
masyarakat lebih tinggi di desa tambang

1800
1558
1600

1400
1200
1000 929
800
600
400
200 62 50 69
0 ] |

Perkelahian Masal

Desa yang tidak berfokus pada sektor tambang memiliki jumlah
IKM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang
sektor ufamanya adalah pertambangan.

Meskipun ada peningkatan jumlah IKM di desa-desa tambang dari
tahun 2018 ke 2021, perbedaan yang signifikan masih terlihat.

Angka ini menunjukkan bahwa desa yang ber: antun%pada sektor
tambang memiliki perkembangan IKM yang lebih lambat _
dibandingkan desa yang fokus pada sektor lain, yang mungkin
disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada sumber daya
alam dan kurangnya diversifikasi ekonomi.

Presentasi ini adalah properti milik Celios



Konflik Agraria Selalu Naik

Kasus dan Luas Area Konflik Agraria

700 659
600
500 472
450
410
400 369 \
300 - 279
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\'4
198
200 163
106
89
: I I
., m N I I
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025

B Luas Area Konflik === jumlah Kasus

2021

2022

2023

295

2024

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

Data Kementerian

ATR/BPN, merupakan

salah satu kasus

Bertanahan yang paling
anyak terjadi.

Hingga tahun 2024
tercatat ada 11.083
sengketa, 506 konflik, dan
24.120 perkara tanah di
seluruh Indonesia,
namun hanya 46,88
persen yang berhasil
diselesaikan.

2024: 295 kasus konflik
agraria, 1,1 juta ha,
+67.400 KK terdampak

Sektor dominan:
perkebunan,
infrastruktur, kehutanan,
tambang
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Konflik Agraria Mendatangkan Kerugian

* Kasus Gunung Mas, Kalteng: £400 ha - kerugian negara Rp 189 miliar
e Konflik SDA 2018: 410 kasus, 807 ribu ha, 87 ribu KK terdampak

» Kerugian perusahaan (contoh sawit): 51-88% biaya operasional /
102-177% biaya investasi per tahun

* Kerugian masyarakat: KK pemilik kebun sawit +Rp 51,6 juta/tahun;
non-pemilik +Rp 32,3 juta/tahun

 Dampak non-finansial: hilangnya produktivitas, biaya hukum,
kerusakan lingkungan, turunnya investasi lokal
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Rekomendasi Kebijakan

Pengalihan fokus investasi dari sektor ekstraktif ke sektor

berkelanjutan

01 Mewajibkan prioritas belanja pemerintah kepada sektor yang
berkaitan dengan ekonomi restoratif
Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

02 Mengalihkan subsidi dan insentif fiskal sektor pertambangan ke

sektor perkebunan berkelanjutan, perikanan, dan energi terbarukan
Stakeholder: Kementerian Keuangan

03 Membuat dan mengimplementasikan Green Investment Taxonomy
Indonesia yang melarang pembiayaan perbankan BUMN untuk proyek
dengan biaya kerusakan lingkungan melebihi threshold tertentu
Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Danantara,
Bank Himbara, Otoritas Jasa Keuangan

(Lanjutan)

Pembuatan kebijakan publik wajib melalui proses Regulatory

Impact Assessment yang memperhitungkan juga biaya sosial,
ekonomi, dan ekologis

01 Mewajibkan full cost accounting (termasuk biaya kerusakan
lingkungan) dalam setiap RIA untuk regulasi sektor ekstraktif
Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian
Hukum, BNPB, Kementerian Investasi

02 Mengembangkan metodologi standar perhitungan biaya kerusakan
lingkungan bersama BPS, BRIN, dan lembaga riset independen
Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian
Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian

03 Menerbitkan laporan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup tahunan yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka
Stakeholder: Kementerian ESDM
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Rekomendasi Kebijakan

Internalisasi Biaya Kerusakan Lingkungan dalam kebijakan

fiskal

Integrasi kajian risiko berbasis ilmiah sebagai prasyarat

01 Mewajibkan biaya kerusakan lingkungan dalam penghitungan
pembangunan baru yang bersinggungan dengan lingkungan
Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BNPB,
Perusahaan

02 Mereformulasi dana bagi hasil sumber daya alam berbasis biaya
kerusakan lingkungan dan potensi bencana

Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan
Nasional

03 Membentuk dana kompensasi ekologis di daerah yang didanai oleh

perusahaan tambang yang berdasarkan biaya kerusakan lingkungan,
baik langsung maupun tidak langsung

Stakeholder: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah
Daerah

perizinan

01 Mewajibkan lampiran peta risiko bencana dari BNPB/BMKG sebagai
dokumen persyaratan

Stakeholder: Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Investasi,
Pemerintah Daerah

02 Membentuk Tim Teknis Lintas Kementerian (ESDM-LHK-ATR/BPN-
BNPB-BMKG) untuk verifikasi kajian risiko dalam perizinan
Stakeholder: Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Investasi,
Pemerintah Daerah
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